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PUTUSAN

Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Dp

P it

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXxxxXx,
tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX  XXXXxX, tempat kediaman di KABUPATEN
DOMPU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 888/Pdt.G/2023/PA.Dp, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah
menikah pada tanggal 03 Mei 1999 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan
Agama XXXXXXXXX XXX, XXXXXXXXX XXXXX, sesuai Kkutipan akta nikah dengan
Nomor 14/14/V/99, tanggal 01 April 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
bawaan Pemohon, di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan

telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
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3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4
orang anak; 1). Ferdin, tanggal 28 Februari 2000(23 tahun). 2). Sahri
Ramadoan, tanggal 03 Juni 2006(17 tahun). 3). Muh. Raihan, tanggal 28
Maret 2013 (10 tahun). 4). Aenun, tanggal 29 Desember 2017 (5 tahun)

4. Bahwa sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai
tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
Termohon selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain dan
selalu mendesak Pemohon untuk mengajukan cerai

5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Tanggal 30
Oktober, 2023

6. Bahwa selama berpisah ranjang, baik Pemohon maupun Termohon sudah
tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan
kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan
ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah di upayakan damai oleh
orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak
berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Bapak Pengadilan Agama Dompu cg. Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Dompu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;
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SUBSIDER :
Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk
menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jauharil Ulya, S.H.I.,
M.Sc) tanggal 30 November 2023, ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon
dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak
berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo
telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Jauharil Ulya, S.H.l., M.Sc nhamun berdasarkan laporan mediator tanggal
30 November 2023, mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.
Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan
Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
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Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon
yang diajukan pada tanggal 01 November 2023, Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai
talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan
Termohon dalam surat permohonan Pemohon berpisah belum sampai 6 (enam)
bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk
mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan oleh
Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan
Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon wuntuk membayar biaya perkara

sebesar Rp475.000,- ( empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatunkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim
pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal
17 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Rochmat Hidayat, S.H.l., M.H sebagai Ketua
Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.l., M.S.l. dan Faiz Amrizal Satria
Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada

hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
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dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Aswad. sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.l., Rochmat Hidayat, S.H.l., M.H
M.S.L

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Aswad.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00
c. Redaksi . Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 330.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
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